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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT

BHAYANGKARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Pasal 260 sampai dengan 262
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
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2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
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perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang selanjutnya disebut Pusdokkes
Polri adalah unsur pendukung di bidang Kedokteran Kepolisian dan
Kesehatan Kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah
Kapolri.

3. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disebut Rumkit Bhayangkara
adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan kedokteran
kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pegawai negeri pada Polri,
keluarganya dan masyarakat umum.

4. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran untuk kepentingan tugas Kepolisian.

5. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan kesamaptaan untuk
pegawai negeri pada Polri, dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
pegawai negeri pada Polri dan keluarganya.

6. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi
yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

7. Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan
kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri
dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.

8. Organisasi Induk adalah unit organisasi pada Polri yang membawahkan
Rumkit Bhayangkara sebagai UPT.

9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

11. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok
dokter/dokter gigi yang bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna
menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi satuan organisasi Rumkit Bhayangkara.
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Pasal 3

Penyelenggaraan rumah sakit di lingkungan Polri menerapkan prinsip-prinsip:

a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan
organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang
dimiliki;

b. prosedural, yaitu dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akuntabel, yaitu pelayanan dan pengelolaan Rumkit Bhayangkara yang
dapat dipertanggungjawabkan;

d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. nesesitas, yaitu dalam pengisian jabatan struktural dan fungsional
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi.

BAB II

JENIS RUMAH SAKIT

Pasal 4

(1) Rumkit Bhayangkara mempunyai tingkatan berdasarkan kemampuan
pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, terdiri
dari:

a. Rumkit Bhayangkara Tingkat I;

b. Rumkit Bhayangkara Tingkat II;

c. Rumkit Bhayangkara Tingkat III; dan

d. Rumkit Bhayangkara Tingkat IV.

(2) Susunan Organisasi Rumkit Bhayangkara Tingkat I diatur dengan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada
Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI RUMKIT BHAYANGKARA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

(1) Rumkit Bhayangkara merupakan UPT Pusdokkes Polri yang
berkedudukan di bawah Kapusdokkes Polri selaku pembina fungsi teknis
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kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian, untuk pelaksanaan teknis
operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan
Wilayah dan/atau Kepala Unit Organisasi yang bersesuaian.

(2) Pembinaan operasional dan administrasi Rumkit Bhayangkara
dilaksanakan sebagai berikut:

a. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang
berkedudukan di wilayah Polda berada di bawah Kapolda melalui
Kabiddokkes;

b. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang
berkedudukan di Lemdikpol berada di bawah Kalemdikpol melalui
Gubernur Akpol/Kasespimma/Kasetukpa/Kapusdik; dan

c. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang
berkedudukan di Korbrimob Polri berada di bawah Kakorbrimob
Polri melalui Kasi Kesjas Korbrimob Polri.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

Rumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan
kedokteran kepolisian untuk mendukung tugas operasional Polri dan pelayanan
kesehatan kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta
masyarakat umum secara prima.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan Tugas Rumkit Bhayangkara menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara internal pada
bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan Rumkit Bhayangkara;

b. pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi
bidang personel, materiil, logistik dan keuangan;

c. pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi Sistem Informasi
Manajemen (SIM), Rekam Medik (RM), dan pendidikan pelatihan serta
penelitian pengembangan;
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